
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru di Indonelsia. Korupsi di Indonelsia telrus 

telrjadi dan ramai di bicarakan dari waktu kel waktu. Hukuman yang dibelrikan kelpada para 

pellaku tindak pidana korupsi pun tidak melnimbulkan elfelk jelra kelpada para pellaku korupsi. 

Pada akhirnya korupsi di Indonelsia melnjadi kelbiasaan yang pada akhirnya sulit dihilangkan 

dan tanpa disadari tindak pidana korupsi pun melluas dan belrkelmbang di nelgara kita. 

  Istilah korupsi selsungguhnya sangat luas, melngikut pelrkelmbangan kelhidupan 
masyarakat yang sangat komplelks selrta selmakin canggihnya telknologi, selhingga 
melmpelngaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana belntuk-
belntuk keljahatan yang selmula telrjadi selcara tradisional belrkelmbang kelpada keljahatan 
inkonvelnsional yang selmakin sulit untuk diikuti olelh norma hukum yang tellah ada.1 

 
  Melnurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah melnjadi Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi ialah 

selcara mellawan hukum mellakukan pelrbuatan melmpelrkaya diri selndiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat melrugikan keluangan nelgara atau pelrelkonomian nelgara. Tindak 

pidana korupsi di Indonelsia tellah melmiliki suatu keltelntuan hukum yang melngatur melngelnai 

pelrbuatan yang dianggap melrusak bangsa dan nelgara baik dalam selgi elkonomi dan selgi 

moral.2 

  Korupsi dikatelgorikan selbagai keljahatan luar biasa (elxtra ordinary crimels) karelna 

tellah melnyelbabkan pellanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pellanggaran HAM disini 

 
1Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak 

Pidana Korupsi”, Jurnal PAMPAS, Vol 1 No.1, 7 Februari 2020, hlm 24. https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965 

2Sintia Febriani dan Sahuri Lasmadi, “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang 
Pengganti”, Jurnal PAMPAS, Vol. 1 No 1, 7 Februari 2020, hlm. 2. https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887 



diartikan bahwa korupsi melngakibatkan pelrbuatan untuk melnguasai dalam belntuk dan cara 

yang melngelsampingkan hak-hak manusia untuk melmpelrkaya diri. Hal ini melngakibatkan 

belrujung pada pelndelritaan karelna kelmiskinan dan pelngangguran. “Kelselmpatan untuk hidup 

layak sudah dirampas selcara tidak manusiawi. Masyarakat kelhilangan hak untuk melmpelrolelh 

pelndidikan, pellayanan kelselhatan dan melmpelrolelh hidup yang layak”.3 

  Jika mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat bahwa 

jenis-jenis korupsi yang disebutkan didalam Bab II, dapat dibagi lagi menjadi beberapa 

kategori, antara lain: 

1. Korupsi Kerugian Keuangan Negara 

a) Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan 

keuangan negara (Pasal 2) 

b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat 

merugikan keuangan negara (Pasal 3) 

2. Suap Menyuap 

a) Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b) 

b) Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (Pasal 13) 

c) Pegawai negeri menerima suap (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b) 

d) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 

(Pasal 11) 

e) Menyuap hakim (Pasal 6 ayat 1 huruf a) 

f) Menyuap advokat (Pasal 6 ayat 1 huruf b) 

 
3Muhammad Yusuf, Mengapa Korupsi Tetap Tumbuh Subur?, diakses dari 

https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, pada tanggal 29 April 
2022 pukul 18.30. 



g) Hakim dan advokat menerima suap (Pasal 6 ayat 2) 

h) Hakim menerima suap (Pasal 12 huruf c) 

i) Advokat menerima suap (Pasal 12 huruf d) 

3. Penggelapan dalam jabatan 

a) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (Pasal 8) 

b) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9) 

c) Pegawai negeri merusak bukti (Pasal 10 huruf a) 

d) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf b) 

e) Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf c) 

4. Pemerasan 

a) Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf e dan g) 

b) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (Pasal 12 huruf f) 

5. Perbuatan curang 

a) Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a) 

b) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf b) 

c) Pengawas rekanan TNI atau Polri berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf c) 

d) Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasla 7 ayat 

1 huruf d) 

e) Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 

2) 

f) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain 

(Pasal 12 huruf h) 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 



a) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf 

i) 

7. Gratifikasi 

a) Pegawai negeri menerima gratfikasi dan tidak melapor ke KPK (Pasal 12B 

jo. Pasal 12C) 

Dari ketujuh kategori diatas, tidak ada satu pun pengaturan yang mengkriminalisasi 

maupun mengatur mengenai tindak pidana suap di sektor swasta. Maka, mengacu pada Pasal 

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan asas legalitas, suap di sektor swasta tidak dapat 

dikenai hukuman menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

Sulap adalah tindakan melmbelri selsulatul baik ulang maulpuln barang kelpada selselorang 

agar dapat mellakulkan selsulatul bagi pelmbelri sulap yang belrtelntangan delngan kelwajiban baik 

pelmelrintahan itul dilaksanakan maulpuln tidak dilaksanakan. Pelrbulatan sulap dilakulkan suatu 

pihak kelpada pihak lain baik pelgawai nelgelri, peljabat nelgara maulpuln kelpada pihak lain yang 

melmpulnyai kelwelnangan ataul pelngarulh. 

Suap ataupun korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, sektor swasta sekalipun 

tidak luput dari korupsi. Suap di sektor swasta sama seperti suap di sektor publik, hanya saja 

pihak yang menerima suap bukanlah pejabat publik dan pihak yang menerima suap bertindak 

sesuatu maupun tidak bertindak sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya. 

Tindak pidana suap sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 

11 serta Pasal 12 huruf a, b, c dan d. Akan tetapi, didalam Pasal-Pasal tersebut subjelk yang 

dituliskan adalah “pelgawai nelgelri” atau “pelnyellelnggara nelgara” yang dimana swasta tidak 

telrmasuk. 



Selktor swasta melrupakan organisasi yang belrtujuan untuk melndapatkan keluntungan 

atau laba. Yang melmpelngaruhi selktor swasta belrbelda delngan selktor publik ialah tujuan 

organisasi, sumbelr pelndanaan, pelrtanggungjawaban, struktur organisasi, karaktelristik 

anggaran dan sistelm akuntansi.4 Motif utama dari selktor ini adalah keluntungan dan 

melmaksimalkan kelkayaan pelmilik atau pelmelgang saham. Telntu saja selktor swasta ini tidak 

telrmasuk keldalam katelgori “pelgawai nelgelri” ataupun “pelnyellelnggara nelgara”. 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korupsi melmbatasi subjelk 

hukum telrtelntu yang belrkaitan delngan pelgawai nelgelri dan pelnyellelnggara nelgara selpelrti 

hakim dan advokat selbagai pelnelrima suap. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap ini 

bellum melmasukkan korporasi selbagai subjelk hukum yang dapat dijelrat. Hal ini melmbawa 

konselkuelnsi bahwa korporasi tidak dapat dikelnakan pidana dalam kontelks Undang-Undang 

Tindak Pidana Suap. Inilah yang melnjadi kellelmhan dari Undang-Undang ini untuk dapat 

melnjelrat pellaku suap selktor swasta. 

Seljauh ini, solusi untuk melngurangi banyaknya tindak pidana suap di selktor swasta 

bellum ditelmukan. “Melnurut Jasin, ia melnyadari bahwa belbelrapa Pasal di dalam Undang-

Undang Pelmbelrantasan Korupsi melndelfinisikan tindak pidana suap selcara selmpit. Tindak 

pidana suap yang murni telrjadi di selktor swasta melmang bellum telrcovelr Undang-Undang 

Pelmbelrantasan Korupsi”.5 

 
4KPBU Kemenkeu, Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar 

atau Pihak Swasta?, diakses dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-
bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada 
swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%2
0akuntansi pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.02. 

5Hukum Online, Suap di Sektor Swasta Belum Terjamah Hukum, diakses dari 
https://www.hukumonline.com/berita/a/suap-di-sektor-swasta-belum-terjamah-hukum-hol21210/, pada 
tanggal 2 Mei 2022 pukul 12.27. 



 Uniteld Nations Convelntion Against Corruption (UNCAC) melrupakan selbuah 

Konvelnsi PBB yang melnelntang korupsi. Konvelnsi ini ditandatangani olelh 140 nelgara di 

Melrida, Melksiko pada tanggal 9 sampai delngan tanggal  11 Delselmbelr 2003. Indonelsia 

melrupakan salah satu nelgara yang melratifikasi Uniteld Nation Convelntion Against Corruption 

(UNCAC) pada 18 April 2006 mellalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telntang 

Pelngelsahan Konvelnsi Anti Korupsi atau Uniteld Nation Convelntion Against Corruption 

(UNCAC). 

 Suap di selktor swasta selndiri sudah diatur di salah satu Pasal UNCAC yaitu Pasal 21 

yang bila ditelrjelmahkan belrbunyi: 

 Seltiap Nelgara Pihak wajib melmpelrtimbangkan untuk melngambil tindakan-tindakan 
lelgislatif dan lainnya yang dipelrlukan untuk melneltapkan selbagai tindak pidana yang 
diselngaja, kelgiatan elkonomi atau komelrsial: 
(a) Janji, pelnawaran atau pelmbelrian, selcara langsung atau tidak langsung, 

keluntungan yang tidak selmelstinya dari orang yang melngarahkan atau belkelrja, 
dalam kapasitas apa pun, untuk elntitas selktor swasta, agar ia, selsuai arahannya 
tugas, belrtindak atau melnahan diri dari belrtindak; 

(b) Pelrmintaan atau pelnelrimaan, selcara langsung atau tidak langsung, dari 
keluntungan yang tidak selmelstinya olelh seltiap orang yang melngarahkan atau 
belkelrja, dalam kapasitas apa pun, untuk elntitas selktor swasta, untuk dirinya 
selndiri atau untuk orang lain, agar ia, dalam pellanggaran tugasnya, belrtindak 
atau melnahan diri dari belrtindak. 

 
Tindakan korupsi selktor swasta yang diatur di Uniteld Nation Convelntion Against 

Corruption (UNCAC) adalah tindakan melmpelrkaya diri selndiri selcara tidak sah, 

pelnggellapan kelkayaan di selktor swasta, dan pelrdangangan pelngaruh. Olelh karelna itu, suap 

di selktor swasta di dalam UNCAC belrsifat non-mandatory karelna hingga saat ini Indonelsia 

bellum melmiliki aturan yang jellas melngelnai pelmbelrantasan korupsi di selktor swasta. 

Upaya pelncelgahan korupsi pada selktor swasta juga tellah dituliskan di dalam Pasal 

5 Uniteld Nation Convelntion Against Corruption yang melnyatakan bahwa: 



“Nelgara wajib, selsuai delngan prinsip-prinsip dasar sistelm hukumnya, 
melngelmbangkan dan mellaksanakan atau melmellihara kelbijakan anti korupsi yang 
elfelktif dan telrkoordinasi yang melningkatkan partisipasi masyarakat dan 
melncelrminkan prinsip-prinsip pelnelgakan hukum, pelngellolaan urusan publik dan 
kelkayaan publik selcara baik, intelgritas, transparansi dan akuntabilitas.” 

 
 Indonelsia bellum melngkatelgorikan tindak pidana suap di selktor swasta selbagai 

suatu tindak pidana korupsi karelna di dalam konvelnsi ini tindak pidana suap di selktor 

swasta telrmasuk kel dalam tindakan yang belrsifat non-mandatory yang belrarti bellum ada 

kelselpakatan antara para pelselrta konvelnsi untuk melngkatelgorikan tindakan telrselbut 

selbagai kelwajiban yang harus dikriminalisasi. 

 Namun, pelngaturan ini dinilai sudah sangat melndelsak melngingat belbelrapa hal. 

Pelrtama, hampir 75 pelrseln kasus korupsi di Indonelsia belrada pada selktor pelngadaan 

barang dan jasa. Keldua, pelngadaan barang dan jasa sellalu mellibatkan pihak swasta. Keltiga, 

nilai nominal yang dikorupsi sangat fantastik yang belrpelngaruh signifikan telrhadap 

keluangan dan pelrelkonomian nelgara. Kelelmpat, pihak swasta seringkali mellibatkan diri 

dalam kasus korupsi delngan modus yang canggih untuk melngellabuhi hasil keljahatan 

korupsi.6 

 Selktor swasta melnelmpati pelringkat telrtinggi dalam kasus korupsi yang ditangani 
olelh KPK. Dalam kurun waktu 2004-Meli 2020 ada 297 kasus korupsi yang 
dilakukan olelh selktor swasta. Keltelrlibatan swasta selbagai pellaku pidana korupsi 
selringkali diakibatkan olelh kelpelntingan bisnis melrelka keltika belrintelraksi delngan 
para birokrat, telrlelbih keltika kelpelntingan melrelka telrkait delngan pelrizinan. Jelnis 
pelrkara yang paling selring melnjelrat tindak pidana korupsi adalah jelnis pelrkara 
suap. Akumulasi pelrkara suap telrhitung seljak tahun 2004-2020 belrjumlah 739 
kasus delngan total pelrkara korupsi selcara kelselluruhan adalah selbanyak 1122 
kasus.7 

 

 
6Eddy O.S. Hiarej, “Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Korporasi”, Masalah-Masalah 

Hukum, Vol 49 No.4, 29 Oktober 2020, hlm. 340. 
7Willy Masaharu, KPK: Sektor Swasta Peringkat Tertinggi Kasus Korupsi, diakses dari 

https://www.beritasatu.com/archive/807239/kpk-sektor-swasta-peringkat-tertinggi-kasus-korupsi, pada 
tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.54. 



 Seljauh ini yang melnjadi sorotan hanyalah suap yang telrjadi di selktor publik, 

padahal nyatanya suap yang telrjadi di selktor swasta dapat dikatakan tinggi. Namun upaya 

pelncelgahan yang dilakukan olelh pelmelrintah hanya telrfokus pada selktor publik saja. Suap 

di selktor publik maupun selktor swasta teltap akan melrusak pelrkelmbangan pelmbangunan 

elkonomi di Indonelsia.  

 Sudah banyak pelngaturan yang melngatur melngelnai tindak pidana korupsi baik 

hukum nasional maupun intelrnasional. Sudah selharusnya melncukupi dan melmadai untuk 

melmbelrantas keljahatan korupsi yang telrjadi di Indonelsia. Namun, apa yang selbelnarnya 

telrjadi justru tindak pidana korupsi makin melrjalella selakan-akan bellum ada pelngaturan 

yang bisa melmbelrantas korupsi sampai kel akarnya.  

 Belrdasarkan dari uraian yang tellah pelnulis kelmukakan di atas, maka pelnulis 

telrtarik untuk melmbahas dan melngadakan pelnellitian delngan judul: 

“Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam 

Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” 

B. Rumusan Masalah 

  Belrdasarkan latar bellakang diatas, maka yang melnjadi masalah dalam pelnulisan 

skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pelngaturan suap di selktor swasta selbagai salah satu tindak pidana korupsi 

di Indonelsia? 

2. Apa urgelnsi pelngaturan suap  di selktor swasta selbagai salah satu tindak pidana korupsi 

dalam pelrspelktif pelmbaharuan hukum pidana? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Pelnellitian 



Adapun tujuan pelnellitian yang pelnulis lakukan ialah: 

a. Untuk melnganalisis dan melngkaji pelngaturan suap di selktor swasta selbagai 

salah satu tindak pidana korupsi di Indonelsia. 

b. Untuk melngeltahui urgelnsi pelngaturan suap di selktor swasta selbagai salah satu 

tindak pidana korupsi dalam pelrspelktif pelmbaharuan hukum pidana. 

2. Manfaat Pelnellitian 

Adapun manfaat pelnellitian yang diharapkan dari pelnellitian ini antara lain: 

a. Selcara teloritis 

Pelnulis dapat melngelmbangkan wawasan kelilmuan bagi pelnulis melngelnai 

pelngaturan suap di selktor swasta melnurut pelrspelktif pelmbaharuan hukum 

pidana. 

b. Selcara Praktis 

Pelnulis dapat melmbelrikan masukan bagi para pihak pelnelgak hukum yang telrkait 

untuk mellakukan belrbagai upaya pelncelgahan tindak pidana korupsi khususnya 

tindak pidana suap di selktor swasta. Pelnellitian ini juga dapat dijadikan relfelrelnsi 

dalam pelncelgahan tindak pidana suap di selktor swasta. 

D. Kerangka Konseptual 

Kelrangka konselptual yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah: 

1. Suap 

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, suap 

merupakan kegiatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga 

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 



berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan 

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

Sedangkan belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 1980 telntang 

Tindak Pidana Sulap, sulap julga dapat diartikan selbagai tindakan melmbelri ataul 

melnjanjikan selsulatul kelpada selselorang delngan maksuld ulntulk melmbuljulk sulpaya orang 

itul belrbulat selsulatul ataul tidak belrbulat selsulatul dalam tulgasnya, yang belrlawanan delngan 

kelwelnangan ataul kelwajibannya yang  melnyangkult kelpelntingan ulmulm, julga tindakan 

melnelrima selsulatul ataul janji, seldangkan ia melngeltahuli ataul patult dapat melndulga bahwa 

pelmbelrian selsulatul ataul janji itul dimaksuldkan sulpaya ia belrbulat selsulatul ataul tidak 

belrbulat selsulatul dalam tulgasnya, yang belrlawanan delngan kelwelnangan ataul 

kelwajibannya yang melnyangkult kelpelntingan ulmulm. 

Selcara lelbih lulas sulap tidak hanya dalam belntulk ulang, dapat julga belrulpa 

barang, komisi, pinjaman tanpa bulnga, fasilitas selpelrti pelnginapan, tikelt pelrjalanan, 

pelngobatan culma-culma, pelrjalanan wisata, discoulnt ataul potongan harga dan fasilitas 

lainnya. 

2. Selktor Swasta 

Selktor swasta melruljulk pada bagian dari pelrkelnomian dilular kelpelmilikan 

pelmelrintah. “Selktor swasta adalah sulatul bagian dalam selktor elkonomi sulatul nelgara 

yang telrdiri dari kelgiatan di bidang badan ulsaha yang selbagian belsar modalnya 

dikulasai olelh pihak swasta dan tidak dikulasai mayoritas kelpelmilikan olelh 

pelmelrintah”.8 Tuljulan selktor swasta ulntulk melcari laba ataul kelulntulngan. Sulmbelr 

pelndanaan organisasi selktor swasta didanai mellaluli hasil opelrasional pelrulsahaan, 

 
8Wikipedia, Swasta, diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta, pada tanggal 14 November 

2022 pukul 16.11 



invelstasi dan para pelmelgang saham. Selktor swasta telrbagi dari individul ataul rulmah 

tangga dan bisnis ataul biasa diselbult badan ulsaha milik swasta (BUlMS). Belbelrapa di 

antaranya ialah pelrulsahaan, korporasi, bank, organisasi non-pelmelrintah lainnya, 

telrmasulk karyawan yang tidak belkelrja ulntulk pelmelrintah. Dalam selktor ini, faktor-

faktor produlksi dimiliki olelh individul ataul pribadi. Individul ataul kellompok individul 

melngelndalikan bisnis delngan tuljulan ultama ulntulk melndapat kelulntulngan. Dalam ilmul 

elkonomi makro, selktor ini telrbagi lagi melnjadi dula yaitul selktor swasta dan selktor 

rulmah tangga.9 

3. Korulpsi 

Korulpsi melrulpakan selbulah masalah yang paling krulsial dan salah satul katelgori 

keljahatan lular biasa yang saat ini seldang dihadapi Indonelsia. “Korulpsi di Indonelsia 

tellah melnjangkiti sistelm kelkulasaan selcara telrstrulktulr, sistelmatif dan masif. 

Pelnyellelnggaraan kelkulasaan kelmuldian tidak dapat selpelnulhnya melngabdi pada 

kelpelntingan rakyat karelna telrdistrosi delngan maraknya pelrilakul korulptif”.10 

Pelngelrtian korulpsi melnulrult pelratulran pelrulndang-ulndangan yang telrdapat pada 

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Ulndang-Ulndnag Nomor 31 Tahuln 1999 telntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi adalah selbagai belrikult: 

Pasal 2 ayat (1):  
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. 
 
Pasal 3: 

 
9Dorothea Wahyu Ariani, Pengertian Dasar Bisnis, Kewirausahaan dan Lingkungan Bisnis, 

Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2014, hlm.2. 
10Claudia Permata Dinda et al., “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana 

Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal PAMPAS, Vol 1 No 2, 10 Oktober 2020, hlm. 83. 
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401 



Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dpat merugikan 
keuangan negara atau perkenomian negara. 

Dalam Black’s Law Dictionary, korulpsi adalah pelrbulatan yang dilakulkan 
delngan maksuld ulntulk melmbelrikan sulatul kelulntulngan yang tidak relsmi delngan 
hak-hak dari pihak lain selcara salah melnggulnakan jabatannya ataul karaktelrnya 
ulntulk melndapatkan sulatul kelulntulngan ulntulk dirinya selndiri ataul orang lain, 
belrlawanan delngan kelwajibannya dan hak-hak dari pihak lain.11 
 
Melnulrult Fockelma Andrelael, korulpsi belrawal dari bahasa latin corrulptio ataul 
corrulptuls. Corrulptio belrasal dari kata corrulmpelrel, sulatul kata latin yang lelbih 
tula. Dari bahasa latin itullah tulruln kel banyak bahasa Elropa selpelrti Inggris yaitul 
corrulption, corrulpt; Prancis yaitul corrulption; dan Bellanda yaitul corrulptiel, 
korrulptiel. Dari Bahasa Bellanda inilah kata itul tulruln kel Bahsa Indonelsia yaitul 
korulpsi.12 
 
Melnulrult Transparancy Intelrnational, korulpsi adalah pelrilakul peljabat pulblik, 
maul politikuls ataul pelgawai nelgri, yang selcara tidak wajar dan tidak lelgal 
melmpelrkaya diri ataul melmpelrkaya melrelka yang delkat delngan dirinya, delngan 
cara melnyalahgulnakan kelkulasaan pulblik yang dipelrcayakan kelpada melrelka.13 
 
Dari belbelrapa delfinisi telrselbult, korulpsi dapat disimpullkan selbagai tindakan 

melnyalahgulnakan kelwelnangan ataul jabatan selcara mellawan hulkulm ulntulk 

melndapatkan kelulntulngan ataul manfaat pribadi dan ataul sulatul kellompok yang dapat 

melrulgikan kelpelntingan ulmulm.  

4. Pelmbaharulan Hulkulm Pidana 

Pelmbaharulan hulkulm pidana pada pokoknya melrulpakan sulatul ulsaha ulntulk 

mellakulkan pelninjaulan dan pelmbelntulkan kelmbali (relorielntasi dan relformasi) hulkulm 

selsulai delngan nilai-nilai ulmulm sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kulltulral 

 
11Chaerudin, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korupsi, Refika 

Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2. 
12Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi 

Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.4. 
13Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru 

Lawan, Cetakan Pertama, KPK, Jakarta, 2009, hlm. 7. 



masyarakat Indonelsia. Olelh karelna itul, pelnggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa 

Indonelsia dalam ulsaha pelmbaharulan hulkulm pidana Indonelsia haruls dilakulkan hal ini 

agar mellipulti aspelk sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio kulltulral 

masyarakat Indonelsia.14 

Pelmbaharulan hulkulm pidana melrulpakan bagian yang telrkait delngan law 
elnforcelmelnt policy, criminal policy, dan social policy. Relformasi hulkulm 
pidana pada dasarnya melrulpakan bagian dari sulatul kelbijakan yang belrtuljulan 
ulntulk melmultahirkan sulbstansi hulkulm gulna melngelfelktifkan dan melmbelrantas 
keljahatan dalam rangka pelrlindulngan masyarakat, kelseljahtelraan sosial, 
pelnanggullangan masaslah sosial dan kelmanulsiaan ulntulk melncapai ataul 
melndulkulng tuljulan nasional.15 
 
Melnulrult Moh. Mahfuld MD, lelgal policy ataul garis (kelbijakan) relmi telntang 
hulkulm yang akan dibelrlakulkan baik delngan pelmbulatan hulkulm barul maulpuln 
delngan pelnggantian hulkulm lama, dalam rangka melncapai tuljulan nelgara. 
Delngan delmikian, politik hulkulm melrulpakan pilihan telntang hulkulm-hulkulm 
yang akan dibelrlakulkan selkaliguls pilihan telntang hulkulm-hulkulm yang akan 
dicabult ataul tidak dibelrlakulkan yang kelselmulanya dimaksuldkan ulntulk 
melncapai tuljulan nelgara selpelrti yang telrcantulm didalam pelmbulkaan UlUlD 
1945.16 
 
Dari kultipan-kultipan diatas, dapat disimpullkan bahwa pelmbaharulan hulkulm 

pidana melrulpakan kelbijakan yang dibulat pelmelrintah yang belrtuljulan ulntulk melncapai 

tuljulan nelgara. Kelbijakan ini dapat melnimbullkan kelelfelktifan dalam melmbelrantas 

keljahatan yang ada di masyarakat selhingga mulncull rasa aman dan 

seljahtelra.Pellaksanaan pelmbaharulan hulkulm pidana ini telrbilang tidak muldah, karelna 

pelrmasalahan hulkulm pidana yang dihadapi Indonelsia sangat banyak. Maka dari itul, 

pelndelkatan ulntulk mellakulkan pelmbaharulan pidana haruls telrtata dan rasional. 

 
14Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam  Rancangan 

KUHP”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 2 No.2, 19 Juni 2022, hlm. 1. 
15Hendri Diansah et al., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”, Jurnal 

PAMPAS, Vol 3 No 1, 3 Maret 2022, hlm. 22-23. https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704/13283 

16Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Keenam, Grafindo Persada, Jakarta, 
2014, hlm 1. 



E. Landasan Teori 

Telori-telori yang digulnakan selbagai landasan pelnellitian ini adalah: 

1. Telori Kelpastian Hulkulm 

Kelpastian Hulkulm melrulpakan salah satul tuljulan hulkulm dan dapat dikatakan 

ulpaya melwuljuldkan keladilan. Belntulk nyata dari kelpastian hulkulm adalah pellaksanaan 

dan pelnelgakan hulkulm telrhadap sulatul tindakan tanpa melmandang siapa yang 

mellakulkan.  

Gulstav Radbrulch melngatakan ada elmpat hal yang melmiliki hulbulngan delngan 

makna kelpastian hulkulm, antara lain: 

a. Bahwa hulkulm itul positif, yang artinya hulkulm itul adalah pelrulndang-
ulndangan. 

b. Hulkulm didasarkan kelpada fakta, bulkan didasarkan kelpada selbulah 
rulmulsan telntang pelnilaian yang nantinya dilakulkan olelh hakim, selpelrti 
kelmaulan baik dan kelsopanan. 

c. Bahwa fakta telrselbult harulslah dirulmulskan selcara jellas gulna melnghindari 
kelkellirulan dalam pelnafsiran, sellain itul julga muldah ulntulk dijalankan. 

d. Hulkulm positif tidak bolelh ulntulk selring diulbah.17 
 

Adanya kelpastian hulkulm dapat melmbulat seltiap orang melmpelrkirakan apa 

yang akan telrjadi jika mellakulkan tindakan hulkulm, kelpastian sangat dipelrlulkan ulntulk 

melwuljuldkan keladilan. Kelpastian salah satul ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hulkulm, telrultama ulntulk norma hulkulm telrtullis. Hulkulm tanpa nilai kelpastian akan 

kelhilangan makna karelna tidak dapat digulnakan selbagai peldoman pelrilakul bagi seltiap 

orang.18 

 
17Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) 

Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Cetakan Pertama, Kencana 
Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 288. 

18CST Kansil, Kamus Istilah Hukum, Cetakan Ketiga, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm. 
385. 



“Melnulrult Suldikno Melrtokulsulmo, kelpastian hulkulm adalah selbulah jaminan 

agar hulkulm dapat belrjalan delngan selmelstinya”.19 Artinya delngan kelpastian hulkulm 

individul yang melmiliki hak adalah yang tellah melndapatkan pultulsan dari kelpultulsan 

hulkulm itul selndiri.  

Seldangkan melnulrult Jan Michiell Otto, kelpastian hulkulm didelfinisikan selbagai 
kelmulngkinan dalam situlasi telrtelntul: 
a. Telrseldia tulran-atulran yang jellas (jelrnih), konsisteln dan muldah dipelrolelh, 

ditelrbitkan olelh dan diakuli karelna (kelkulasaan) nelgara. 
b. Instansi-instansi pelngulasa (pelmelrintah) melnelrapkan atulran-atulran hulkulm 

telrselbult selcara konsisteln dan julga tulndulk dan taat kelpadanya. 
c. Warga selcara prinsipil melnyelsulaikan prilakul melrelka telrhadap atulran-atulran 

telrselbult. 
d. Hakim-hakim (pelradilan) yang mandiri dan tidak belrfikir melnelrapkan 

atulran-atulran hulkulm telrselbult selcara konsisteln selwaktul melrelka 
melnyellelsaikan selngkelta hulkulm. 

e. Kelpultulsan pelradilan selcara konkrit dilaksakan.20 

Asas kelpastian hulkulm melrulpakan salah satul jaminan hulkulm yang wajib 

dijalankan delngan baik dan telpat karelna tuljulan ultama dari hulkulm ialah kelpastian. 

Apabila di dalam hulkulm tidak telrdapat kelpastian maka tidak akan dikeltahuli jati diri 

selrta makna dari hulkulm itul selndiri dan bila suldah telrjadi maka hulkulm tidak akan 

digulnakan selbagai peldoman dalam belrpelrilakul. 

Dari belbelrapa ulraian diatas, kelpastian hulkulm belrkaitan elrat delngan keladilan, 

namuln tidak delngan hulkulm. Hulkulm belrsifat ulmulm, melngikat dan belrsifat 

melnyamaratakan. Hulkulm haruls dibelrlakulkan delngan telgas dan telrbulka. Seldangkan 

kelpastian dapat belrarti keljellasan, tidak melnimbullkan kontradiktif, dan dapat 

dilaksanakan.  

 
19Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari 

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 17.03. 
20Jan Michiel Otto dalam Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, 

Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung , 2006, hlm. 85. 



2. Telori Kelbijakan Hulkulm Pidana 

Kelbijakan hulkulm pidana melrulpakan telrjelmahan langsulng dari istilah pelnal 

policy, namuln adakalanya istilah pelnal policy ini ditelrjelmahkan pulla delngan politik 

hulkulm pidana. Istilah pelnal policy melmiliki pelngelrtian yang sama delngan istilah 

criminal law policy dan  strafrelchtspolitielk selhingga keldula istilah ini julga 

ditelrjelmahkan delngan politik hulkulm pidana, akan teltapi dari pelnjellasan selbellulmnya 

bahwa istilah kelbijakan diambil dari istilah policy  dalam bahasa Inggris ataul politielk 

dalam bahasa Bellanda.21 

Melnulrult Suldarto, politik hulkulm adalah: 
a. Ulsaha ulntulk melwuljuldkan pelratulran-pelratulran yang baik selsulai delngan 

keladaan dan situlasi pada sulatul saat. 
b. Kelbijakan dari nelgara mellaluli badan-badan yang belrwelnang ulntulk 

melneltapkan pelratulran-pelratulran yang dikelhelndaki yang dipelrkirakan bisa 
digulnakan ulntulk melngelksprelsikan apa yang telrkandulng dalam masyarakat 
dan ulntulk melncapai apa yang dicita-citakan.22 

“Seldangkan melnulrult Mahmuld Mullyadi, politik hulkulm pidana melrulpakan 

ulpaya melnelntulkan kelarah mana pelmbelrlakulan hulkulm pidana Indonelsia di masa yang 

akan datang delngan mellihat pelnelgakkannya saat ini”.23 Delngan adanya politik hulkulm 

pidana, masyarakat puln belrharap pelmbelrlakulan hulkulm pidana di Indonelsia dapat 

telrarah keldelpannya. 

Kelbijakan hulkulm pidana melrulpakan sulatul pelratulran hulkulm yang dirulmulskan 

dan diteltapkan olelh badan-badan yang belrwelnang selbagai sulatul peldoman bagi 

masyarakat maulpuln pelnelgak hulkulm yang belrtuljulan ulntulk melncelgah dan 

 
21Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, Cetakan Ketiga, Kencana Media Group, Jakarta, 

2008, hlm. 26. 
22Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, 

1983, hlm. 20. 
23Mahmud Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy 

Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 66. 



melnanggullangi sulatul keljahatan ataul delngan kata lain sulatul tindak pidana. “Ulsaha 

pelnanggullangan keljahatan delngan hulkulm pidana pada hakikatnya julga melrulpakan 

bagian dari ulsaha pelnelgakan hulkulm, olelh karelna itul selring pulla dikatakan bahwa 

kelbijakan hulkulm pidana melrulpakan bagian dari kelbijakan pelnelgakan hulkulm”.24 

Kelbijakan hulkulm pidana dilaksanakan mellaluli tahap-tahap konkreltisasi/ 
opelrasionalisasi/ fulngsionalisasi hulkulm pidana yang telrdiri dari: 
a. Kelbijakan formullasi/lelgislatif, yaitul tahap pelrulmulsan/pelnyulsulnan hulkulm 

pidana. Dalam tahap ini melrulpakan tahap yang paling stratelgis dari ulpaya 
pelncelgahan dan pelnanggullangan keljahatan mellaluli kelbijakan hulkulm 
pidana, karelna pada tahap ini kelkulasaan formullatif/lelgislatif belrwelnang 
dalam hal melneltapkan ataul melrulmulskan pelrbulatan apa yang dapat 
dipidana yang belrorielntasi pada pelrmasalahan pokok dalam hulkulm pidana 
mellipulti pelrbulatan yang belrsifat mellawan hulkulm, pelrtanggulngjawaban 
pidana dan sanksi apa yang dapat dikelnakan olelh pelmbulat ulndang-ulndang. 
Selhingga apabila ada kelsalahan ataul kellelmahan dalam kelbijakan lelgislatif 
makan akan melnjadi pelnghambat ulpaya pelncelgahan dan pelnanggullangan 
keljahatan pada tahap aplikasi dan elkselkulsi; 

b. Kelbijakan aplikatif/yuldikatif yaitul tahap pelnelrapan hulkulm pidana. Tahap 
aplikasi melrulpakan kelkulasaan dalam hal melnelrapkan hulkulm pidana olelh 
aparat pelnelgak hulkulm ataul pelngadilan; dan 

c. Kelbijakan administratif/elkselkultif yaitul tahap pellaksanaan hulkulm pidana. 
Tahap ini melrulpakan tahapan dalam mellaksanakan hulkulm pidana olelh 
aparat pellaksana/elkselkulsi pidana.25 

Kelbijakan hulkulm pidana masih sangat dipelrlulkan dalam pelnanggullangan 

keljahatan, karelna hulkulm pidana melrulpakan sarana sosial ulntulk melnyalulrkan kelrelsahan 

masyarakat yang julga diharapkan melnjadi sarana pelrlindulngan sosial. 

 
F. Metode Peneltian 

1. Tipel Pelnellitian 

Meltodel pelnellitian yang digulnakan didalam pelnellitian ini adalah pelnellitian 

hulkulm normatif. “Pelnellitian hulkulm normatif dipahami selbagai pelnellitian ulntulk 

 
24Sudarto, Op. Cit, hlm. 29 
25Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Pertama, Kencana Media Group, Jakarta,  2007, hlm. 78-79. 



melngulji sulatul norma ataul keltelntulan yang belrlakul. Dikarelnakan pelnellitian ini fokuls 

pada bahan pulstaka maka pelnellitian ini selring julga dikatakan selbagai pelnellitian 

pulstaka”.26 

2. Pelndelkatan Pelnellitian 

Meltodel pelndelkatan yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah: 

a. Pelndelkatan Pelrulndang-ulndangan (Statulel Approach) 

Pelndelkatan ini selring julga melnggulnakan istilah pelndelkatan yulridis. Pelndelkatan ini 

dasarnya dilakulkan delngan melnellaah selmula pelratulran pelrulndang-ulndangan yang 

belrsangkult pault delngan pelrmasalahan yang seldang dihadapi.27 

b. Pelndelkatan Konselptulal (Conselptulal Approach) 

Pelndelkatan ini melrulpakan jelnis pelndelkatan dalam pelnellitian hulkulm yang 

melmbelrikan suldult pandang analisis pelnyellelsaian pelrmasalahan dalam pelnellitian 

hulkulm dilihat dari aspelk konselp-konselp hulkulm yang mellatarbellakanginya ataul 

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang telrkandulng dalam pelnormaan selbulah 

pelratulran kaitannya delngan konselp-konselp yang digulnakan.28 

c.  Pelndelkatan Kasuls (Casel Approach) 

 Pelnullis melnggulnakan pelndelkatan kasuls (Casel Approach) delngan melnelliti kasuls 

sulap antara PT. Intelrbat dan Rulmah Sakit Meltropolitan Meldical Celntrel (MMC). 

2. Pelngulmpullan Bahan Hulkulm 

a. Bahan Hulkulm Primelr 

 
26Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cetakan Pertama, 

Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 42. 
27Ibid., hlm. 133 
28Ibid., hlm. 147 



Bahan hulkulm primelr adalah bahan-bahan hulkulm yang sifatnya melngikat 

masalah yang akan ditelliti. 

a) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana 

b) Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-

Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 Telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana 

Korulpsi 

c) Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 1980 Telntang Tindak Pidana Sulap 

d) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

e) Ulniteld Nation Convelntion Againsts Corrulption (UlNCAC) 

f) Rancangan Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana 

b. Bahan Hulkulm Selkulndelr 

Melrulpakan bahan-bahan yang melnjellaskan telntang  bahan hulkulm primelr. 

Bahan hulkulm selkulndelr yang akan digulnakan dalam pelnellitian ini antara lain 

bulkul-bulkul, majalah dan julrnal yang telrkait delngan masalah yang ditelliti. 

c. Bahan Hulkulm Telrsielr 

Bahan hulkulm yang akan melndulkulng telrhadap bahan hulkulm primelr maulpuln 

selkulndelr selpelrti artikell dan meldia massa yang rellelvan melngelnai tindak pidana 

sulap di selktor swasta. 

G. Sistematika Penelitian 

Ulntulk melngeltahuli gambaran selcara ulmulm pelnullisan proposal ini, maka pelnullis 

melnggambarkannya dalam sulatul rangkaian yang disulsuln selcara sistelmatis selbagai belrikult: 

BAB I:  PENDAHULUAN 



Dalam bab ini, telrdapat latar bellakang masalah, rulmulsan masalah, tuljulan 

dan manfaat pelnellitian, kelrangka konselptulal, landasan teloritis, meltodel 

pelnellitian dan sistelmatika pelnullisan. 

BAB II:  TINJAUAN UMUM 

Bab ini akan melngulraikan telntang pelngelrtian, ulnsulr-ulnsulr, ciri-ciri, jelnis 

selrta dasar hulkulm tindak pidana korulpsi dan tindak pidana sulap melnulrult 

pelrulndang-ulndangan maulpuln melnulrult Ulniteld Nation Convelntion Against 

Corrulption (UlNCAC) 

BAB III: PENGATURAN SUAP SEKTOR SWASTA SEBAGAI SALAH SATU 

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF 

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 

 Bab ini melngulraikan melngelnai bagaimana pelngatulran sulap di selktor swasta 

selbagai salah satul tindak pidana korulpsi di Indonelsia dan bagaimana ulrgelnsi 

pelngatulran sulap di selktor swasta dalam pelrspelktif pelmbaharulan hulkulm 

pidana. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini belrisi kelsimpullan dari pelnellitian yang tellah dilakulkan dalam belntulk 

jawaban atas masalah yang ditelliti selrta saran yang belrkaitan. 

 

 

 

 

 


